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Abstrak 
Penelitiannini bertujuannuntuk mengetahuinfaktor-faktor apa saja yang menjadi kendala 

dalam mengefektifkan PeraturannDaerah KotanSurakarta Nomorn3 Tahunn2008 tentang 
PengelolaannPedagang kakinlima (PKL) di KotanSurakarta dan bagaimana mengefektifkan 
Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima 
(PKL). Implikasi dari penelitiannini adalah untuk menciptakan efektivitas sebuah kebijakan 
diperlukan kerjasama yang baik (sinergitas) antara para penegak hukum dan juga pemerintah. 
Selain itu juga harus melibatkan peran serta dari masyarakat, baik masyarakat umum dan 
khususnya paranpedagang kakinlima (PKL). Keberhasilan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di 
Kota Surakarta dipengaruhi oleh faktor peran Walikota dalam mengkomunikasikan kebijakan 
(political will) yang akan diambilnya. 

 
Kata kunci: Efektivitas, Pedagang Kaki Lima (PKL), Kota Surakarta. 

 
Abstract 

This research aims to find out what factors are becoming obstacles in streamline local regulations 
Surakarta number 3 the year 2008 regarding the management of street vendors in the city of Surakarta. The 
implication of this research is to create policy effectiveness needed good cooperation (synergy) between law 
enforcers and also the government. Besides, it should also involve the participation of the community, both 
the general public and particularly the street vendors. The success of the arrangement of street vendors in the 
city of Surakarta is affected by factors the role of Mayor in communicating policy (political will) to be taken. 

  
Keywords: Effectiveness, Street Vendors, The City of Surakarta. 

 

PENDAHULUAN 

Pembangunan ekonomi dinNegara Kesatuan Indonesia (NKRI) secara terencana dan 

mendasar yang dimulai sejak era orde baru, selain menghasilkan dan menumbuhkan 

industri dalam skala besar serta program resmi dari pemerintah yang diberikan istilah 

yaitu sektor formal, akan tetapi juga telah menumbuhkan usaha-usaha kecil yang 

dikelola secara mandiri dan memiliki kebebasan penuh dalam menjalankan usahanya 

yang diberikan istilah informal. Terkadang kehadiran sektor informal inilah, 

khususnyanPedagang Kakinlima (PKL), tidaknbegitu disukainoleh pemerintahndan 

jugangolongan tertentundi dalamnmasyarakat.  

Banyakndalih atau pernyataanndikemukakan untuknmemberi pembenaran dari 

argumentasi penolakan ini, mulaindari terganggunyankelancarannlalunlintas (lalin), 

memberikan citra atau pemandangan buruk pada wajah kota dan lain-lain yang pada 

intinya itu berpandangan negatif. Celakanya citra atau pandangan yang paling negatif 

yaitu PKL dianggapnsebagai sampah kota yang bersifat parasit. Demikian karena banyak 

itu atau biasanya PKL menempati emper-emperntoko ataunkios, berjejalndi pojok-

pojoknpasar, berderet-deret di pinggirnjalan danndi tempat-tempatnumumnlainnya. 

mailto:muktibeny@gmail.com
mailto:suharno.hukumuniba@gmail.com
mailto:maskulinb@gmail.com


Jurnal Supremasi, Volume 9, Nomor 2, September 2019 

Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum 
https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi 

 

p-ISSN: 2088-1533 

e-ISSN: 2527-3353 

 

40 | P a g e  
 

Sebagaimanankota-kota besarnlainnya dinIndonesia, kota Surakarta itu menjadi 

kotanperdagangan, karena ketatnyanpersaingan untuk dapat atau mampunbekerja 

padansektornformal, hal itu menjadinwajar apabilanpara penganggurannatau orang 

yang belumnmendapat pekerjaannmelakukan kompensasinpositif dengannmemilih 

bekerjanpada sektorninformal. Salah satunsektor informalnyang banyakndiminati para 

penganggurannatau orang yangnbelum mendapatnpekerjaan (selain yang sudahnlama 

bekerjandi sektor ini) adalahnmenjadi PKL. Sebagainbagian darinkelompok usaha 

kecilnyaitu kelompok usahanyang tak terpisahkan dari asetnpembangunannnasional 

yang berbasisnkerakyatan, jelas merupakan bagiannintegral dari dunianusaha 

nasionalnyang mempunyai kedudukan, potensindan peranan yangnsangat strategis 

dalamnhal untuk turut mewujudkanntujuan pembangunannnasional pada 

umumnyandan tujuan pembangunannekonomi padankhususnya. 

Terlepasndari potensinekonomi pada sektorninformal, keberadaan PKL di kota-

kotanbesar di NKRInkerap menimbulkannmasalah baiknbagi pemerintahnsetempat itu, 

para pemilikntoko-toko ataunkios-kios, pasar, tempatnumum dan juga penggunanjalan. 

Tidaknsedikit para pemilikntoko-toko ataunkios-kios, npasar, tempatnumum dan 

juganpengguna jalan, merasanitu terganggu dengannmembeludaknya sertantidak 

tertibnyanPKL. Andai pemerintah melihat hal itunsebagai potensinsosial ekonomi yang 

bisandikembangkan, makankebijakan yangndipilih bisandiarahkan untuk menata, 

misalnyandengan memberikannruang usaha dannmemformalkannstatus 

merekansehingga bisanmemperoleh bantuannkredit banknmisalnya. Namun sebaliknya, 

jikanPKL hanyandilihat sebagainpengganggu atau parasitnketertiban dan 

keindahannkota, maka merekanitu akan menjadinsasaran penggusuranndannpenertiban. 

Dalam hal ini, pemerintah kotanSurakarta telah menggunakannbeberapa strateginuntuk 

menanganinPKL, yaitu dengannrelokasi,nshelterisasi, tendanisasindanngerobakisasi. 

Darinketerangan diatas mengenainupaya merangkulnPKL, kotanSurakarta memiliki 

peraturanndengan PeraturannDaerah (Perda)nya yaitunPeraturan DaerahnKota 

SurakartanNomor 3nTahun 2008ntentang Pengelolaan PedagangnKakinLima (PKL). 

Peraturan daerah tersebut memiliki keefektifan, tantangan yang perlu diwaspadai dan 

dijabarkan untuk kedepannya serta dikembangkan baik dalam bentuk kebijaksanaan 

maupun gerak operasional para aparat penegak hukum serta peran serta masyarakat 

KhususnyanPKL diharapkan berniat mendukung upaya pemerintah daerah untuk 

menegakkan peraturan daerah dan kebijakan pemerintah daerah.  

 

RUMUSAN MASALAH  

Bagaimanakah mengefektifkannPeraturan DaerahnKota SurakartanNomor 3nTahun 

2008 tentangnPengelolaan PedagangnKaki Liman (PKL) ? 
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KERANGKANBERFIKIR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OtonominDaerah 

Kebijakan DaerahnKotanSurakarta  

(PeraturannDaerah KotanSurakarta Nomorn3 Tahun 

2008ntentang PengelolaannPedagang KakinLima 

(PKL)) 

Implementasi 

Tidak Efektif 

 Menghidupkanndaerah 
yangnsepi 

 Alternatifnlapangan 
pekerjaan 

 Mengurangi pengangguran 
 Menumbuhkannjiwa 

kewirausahaan 
 Menggerakkanndinamika 

pembangunan atau 
pemberdayaannekonomi 

 PenyumbangnPAD 

 

 Menyebabkan 
kemacetannlalunlintas 

 Terganggunya 
kebersihanndan 
keindahannkota 

 Terganggunya 
kenyamanannpemilik 
lahannataunrumah 

 Terganggunyanfasilitas 
umumnkota 

 Potensinkonflik horizontal 
 Salahnsatunsumber 

kekumuhannkota 

 

Faktor Dominan : 
Pendekatan Sosial Budaya, 

Pendekatan Ekonomi, 
Pendekatan Normatif 

Kendala : 
Kesadaran Hukum 

Pedagang Kaki Lima 
(PKL) 

Efektif 
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METODENPENELITIAN 

1. JenisnPenelitian 

Penelitiannini merupakannjenis penelitiannempiris atau nonndoktrinal 

(socionlegalnreseach). Dalamnhal ini, hukumndikonsepsikan sebagainpranata sosial 

yang secaranriil dikaitkanndengan variabel-variabelnsosial yang lain.  

2. Sifat dan Bentuk Penelitian 

Ditinjau dari sifatnya penelitiannini termasuknpenelitian hukumnyang 

bersifatndeskriptif, maksudnya adalah suatunpenelitian yangndimaksudkan untuk 

memberikanndata-data yang setelitinmungkin tentangnmanusia, keadaan atau 

gejalanlainnya. Penelitian ininbertujuan untuknmengkaji dannmemberikan data 

terkaitnefektivitas PeraturannDaerah KotanSurakarta Nomorn3 Tahunn2008 

tentangnPengelolaan PedagangnKaki Liman (PKL) di KotanSurakarta. 

Bentuknpenelitian ini merupakan penelitiannevaluatif, yaitununtuk mengetahui 

dannmengkaji sertanmenilai efektivitasnPeraturan DaerahnKota SurakartanNomor 3 

Tahunn2008 tentangnPengelolaan Pedagangnkaki lima (PKL) di KotanSurakarta. 

3. PendekatannPenelitian 

Penelitiannini menggunakan pendekatannkualitatif. Menurut Soerjono Soekanto, 

pendekatannkualitatif adalah suatunpenelitian yangnmenghasilkan data 

deskriptifnanalisis, yaitu apa yang dinyatakannresponden secarantertulis atau 

lisanndan juga perilakunnyata, yang diteliti ndan dipelajari sebagainsesuatu 

yangnutuh. 

4. Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan dinwilayah KotanSurakarta ataunsumber pencarianndata 

berasalndari berbagaininstansi atau lembaganataunorganisasi ataunpusat-

pusatninformasi danndokumentasi lainnyang memilikinkapasitas 

untuknmenyediakannbahan-bahannpenelitian yaitunbagian Hukumndan 

HaknAsasinManusian(HAM)nSETDAnKotanSurakartandannbagiannBidangnPengelol

aan Pedagangnkaki lima (PKL) pada DinasnPengelolaan PasarnPemerintah Kota 

Surakarta. 

5. Jenis Data Penelitian 

Data yang digunakan untuk mendukung penelitiannini terdiri dari : 

a. Datanprimer yaitu datanyang diperoleh langsungndari lapangannatau lokasi 

penelitian (fieldnresearch). 

b. Datansekunder yaitu merupakanndata yang diperolehnpeneliti darinbahan-

bahannkepustakaannyangnberupanliteraturnyangnberkaitanndengannpermasalahan 

yang akan diteliti.  

Datansekunder ini pun masih dibaginmenjadi 3 bagiannlagi yakni : 

1) Bahannhukum primernyaitu bahan-bahannyang terdirinperaturan perundang-

undangannyang terkait dengannpenelitian ini. 

2) Bahannhukum sekundernyaitu bahan hukumnyang berfungsinsebagai penjelas 

darinbahan hukumnprimer. 
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3) Bahannhukum tersiernyaitu bahan-bahannpendukung ataunsebagai pelengkapnbahan 

hukumnsekunder. 

6. Teknik PengumpulannData 

Gunanmemperolahndatanyangnsesuaindannmencakupnpermasalahan dalam 

penelitiannini, peneliti menggunakannbeberapa teknik pengumpulanndata yang 

dilakukannmelalui 3 (tiga) cara sebagai berikut : 

a. Pertama 

Pra survei dilakukan pengambilan data awal di instansi terkait yaitu 

padanbagian Hukumndan HaknAsasinManusia (HAM) SETDA Kota Surakarta 

dan bagian BidangnPengelolaan PedagangnKaki Lima (PKL) padanDinas 

PengelolaannPasar PemerintahnKotanSurakarta untuk lebih memudahkan 

langkah pengumpulan data selanjutnya. 

b. Kedua 

Pengumpulanndata dengannwawancara. Wawancaranadalah 

percakapanndengan maksudntertentu. Percakapanntersebut dilakukan 

denganndua orangnpihak, yaitunpewawancara (interviewer) yang 

mengajukannpertanyaan dan yangndiwawancarai (interview) yang 

memberikannjawaban atasnpertanyaan itu. Wawancaransangat diperlukannuntuk 

memperolehndata yang sebenarnyandan yangndiberi pertanyaannadalah orang-

orang yangnterkait dengan penelitian.  

c. Ketiga 

Studinkepustakaan adalah suatunteknik pengumpulanndata dengan 

mencarindata-data sekundernyang terdirindari bahannhukum primer, 

bahannhukum sekunderndan bahannhukum tersiernyang relevanndengan 

permasalahannyang diteliti. Pengumpulanndata dengan studinpustaka 

dimaksudkannuntuk mendukungnpenelitian ini. Berupanpengumpulan 

Peraturannperundang-undangan,njurnal-jurnal, buku-bukun (literatur), dan 

bahannpustaka lainnyang berkaitan dengan pembahasannpenelitian ini. 

 

HASILNPENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Keadilan dalam hukum merupakan keseimbangan kepentingan. Hukum justru yang 

menjadi instrumen untuk mengarahkan masyarakat menuju kepada tujuan yang 

diinginkan, bahkan kalau perlu, menghilangkan kebiasaan masyarakat yang dipandang 

negatif. Hukum sebagai social engineering yang ditekankan adalah menata kepentingan-

kepentingan yang ada dalam masyarakat. Kepentingan-kepentingan tersebut harus ditata 

sedemikian rupa agar tercapai keseimbangan yang profesional. Dalam hal ini, 

kepentingan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta dan kepentingan masyarakat 

khususnya para Pedagang Kaki Lima tersebut harus berjalan secara seimbang.  

Dengan adanya Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang 

Pengelolaan Pedagang Kaki Lima, diharapkan dapat mewujudkan keadilan hukum yang 

dapat menata kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat. Kepentingan dari 

Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta adalah membangun Kota Surakarta menjadi lebih 
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baik yaitu terciptanya penataan, ketertiban dan estetika kota dalam pengelolaan 

Pedagang Kaki Lima di Kota Surakarta. Kepentingan dari masyarakat khususnya para 

Pedagang Kaki Lima adalah mendapat ruang yang lebih baik dan nyaman untuk mata 

pencahariannya. Untuk mewujudkan kepentingan yang seimbang itu maka harus ada 

penegakan hukum yang tegas dalam pengelolaan Pedagang Kaki Lima. 

Dalam menegakan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang 

Pengelolaan Pedagang Kaki Lima dibutuhkan kerjasama yang baik diantara para 

penegak hukum dan juga pemerintah. Selain itu juga harus melibatkan peran serta dari 

masyarakat, baik masyarakat umum dan khususnya para Pedagang Kaki Lima. Karena 

harus seimbang antara kepentingan pencipta dalam hal ini Pemerintah Kota (Pemkot) 

Surakarta dengan kepentingan masyarakat yaitu kesamaan bahwa mereka sama-sama 

ingin membangun Kota Surakarta menjadi lebih baik. Oleh karena itu, sangat diperlukan 

kesadaran hukum dari berbagai pihak. Kesadaran hukum sejatinya adalah kesadaran 

akan hak dan kewajiban dari individu-individu, kesadaran akan tanggung jawab sebagai 

individu serta sebagai anggota masyarakat. 

Kesadaran hukum masyarakat merupakan faktor yang melatarbelakangi lemahnya 

penegakan hukum penataan dan penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Surakarta. 

Penegakan hukum merupakan proses untuk mewujudkan pikiran-pikiran pembuat 

undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum menjadi nyata. 

Penegakan hukum tidak bisa lepas dari kesadaran hukum warga masyarakat, ketika 

kesadaran warga masyarakat terhadap hukum tinggi mengakibatkan warga masyarakat 

mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya, apabila kesadaran 

warga masyarakat rendah maka derajat untuk mematuhi peraturan tersebut juga rendah. 

Sikap acuh dan apatis merupakan fenomena respons Pedagang Kaki Lima atas upaya 

penataan, pemberdayaan dan penertiban Pedagang Kaki Lima Kota Surakarta. 

Penegakan hukum penataan, pemberdayaan dan penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota 

Surakarta dan upaya Pemerintah Kota Surakarta dalam mengefektifkan Peraturan 

Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima di 

Kota Surakarta akan semakin parah apabila tidak ada upaya untuk mengatasinya. Hal ini 

merupakan tantangan yang besar bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta. Untuk 

mengefektifkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang 

Pengelolaan Pedagang Kaki Lima di Kota Surakarta, Pemerintah Kota Surakarta 

berupaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dengan melakukan pendekatan 

dan memberikan yaitu : 

a. Pengetahuan hukum, yaitu dengan mengadakan sosialisasi yaitu pembinaan, 

pemantauan dan pengawasan, sehingga diharapkan masyarakat mempunyai 

pengetahuan hukum yang benar dan mengetahui betapa pentingnya penataan, 

pemberdayaan dan penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Surakarta terhadap 

estetika kota agar Kota Surakarta menjadi lebih baik. 

b. Pemahaman hukum, yaitu memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai 

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pedagang 

Kaki Lima, sehingga warga masyarakat mengetahui muatan yang ada dalam 
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peraturan tersebut. Dengan mengetahui muatan itu, diharapakan masyarakat 

memahami tujuan Peraturan Daerah tersebut serta manfaat bagi masyarakat. 

c. Penataan hukum, yaitu untuk menaati hukum maka warga masyarakat harus diberi 

pemahaman apa saja sebab-sebab hukum harus ditaati, dalam hal ini yaitu Peraturan 

Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki 

Lima. Salah satunya agar Pedagang Kaki Lima di Kota Surakarta dapat menjadi 

semakin tertib dan terkondisikan. 

d. Pengharapan hukum, yaitu untuk meningkatkan penegakan hukum tentang penataan 

dan penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Surakarta, warga masyarakat selain 

mengetahui, memahami dan menaati saja tidak cukup. Akan tetapi, warga masyarakat 

harus dapat merasakan bahwa penataan, pemberdayaan dan penertiban Pedagang 

Kaki Lima di Kota Surakarta tersebut dapat mewujudkan suatu ketertiban, 

ketentraman dan estetika kota agar Kota Solo menjadi lebih baik. 

e. Peningkatan kesadaran hukum, yaitu peningkatan kesadaran hukum ini dapat 

dilakukan dengan mengadakan penyuluhan-penyuluhan terkait pentingnya penataan, 

pemberdayaan dan penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Surakarta. Masyarakat 

harus mengetahui mengetahui manfaat dari adanya Peraturan Daerah Kota Surakarta 

Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima. Sehingga diharapkan 

kesadaran hukum masyarakat akan timbul dan meningkat. 

Kesadaran hukum dapat ditanamkan sedini mungkin terhadap warga masyarakat, 

yang dimana tidak hanya berupa pendidikan yang formal akan tetapi juga melalui 

edukasi, sosialisasi dan kegiatan lain yang bertujuan menimbulkan kesadaran hukum 

dalam diri masyarakat itu. Pada dasarnya, kesadaran hukum masyarakat itu dipengaruhi 

oleh pemahaman masyarakat akan hukum itu sendiri. Kesadaran hukum merupakan 

suatu bentuk kesadaran untuk menilai mana yang baik dan tidak baik serta untuk 

menilai hukum yang adil dan tidak adil. Sampai saat ini masih banyak masyarakat yang 

masih buta akan hukum. Apalagi Peraturan Perundang-undangan mengatakan bahwa 

masyarakat dianggap tahu hukum. Padahal terkadang sosialisasi Peraturan Perundang-

undangan masih kurang. 

Kesadaran hukum masyarakat ini erat kaitannya dengan budaya hukum masyarakat, 

ketika kesadaran hukum masyarakat tinggi maka akan terwujud suatu budaya hukum 

yang baik, yaitu budaya hukum yang menjunjung tinggi, menghormati dan memberikan 

apresiasi terhadap Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang 

Pengelolaan Pedagang Kaki Lima.  Karena Peraturan Daerah (Perda) ini diharapkan 

dapat mewujudkan keadilan hukum yang dapat menata kepentingan-kepentingan yang 

ada dalam masyarakat. Kepentingan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta adalah 

membangun Kota Surakarta menjadi lebih baik yaitu terciptanya penataan, ketertiban 

dan estetika kota dalam pengelolaan Pedagang Kaki Lima di Kota Surakarta. 

Kepentingan dari masyarakat khususnya para Pedagang Kaki Lima adalah mendapat 

ruang yang lebih baik dan nyaman untuk mata pencahariannya. Sebaliknya ketika suatu 

kesadaran hukum masyarakat rendah maka akan terbentuk budaya hukum yang buruk, 

para Pedagang Kaki Lima di Kota Surakarta akan beranggapan bahwa Peraturan Daerah 

Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima, 
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Peraturan Daerah (Perda) tersebut akan membawa dampak negatif yang dirasakan oleh 

Pedagang Kaki Lima yaitu tempat ganti yang kurang strategis dan tidak ramai pembeli 

bahkan mereka merasa dengan adanya penataan dan penertiban, para Pedagang Kaki 

Lima di Kota Surakarta akan kehilangan mata pencahariannya. 

Untuk itu diperlukan komunikasi yang harmonis dan dibutuhkan kerjasama yang 

baik diantara para penegak hukum dan juga pemerintah. Selain itu juga harus melibatkan 

peran serta dari masyarakat, baik masyarakat umum dan khususnya para Pedagang Kaki 

Lima. Karena harus seimbang antara kepentingan pencipta dalam hal ini Pemerintah 

Kota (Pemkot) Surakarta dengan kepentingan masyarakat yaitu kesamaan bahwa mereka 

sama-sama ingin membangun Kota Surakarta kedepan menjadi lebih baik. Pada masa 

pemerintahan Walikota Joko Widodonmasalah penataanndan penertibannpedagang 

kakinlima (PKL) telah menunjukan perubahan yang signifikan dan lebih baik daripada 

pemerintahan Walikota sebelumnya. Akan tetapi, masalahnpenataan dan 

penertibannpedagang kakinlima (PKL) di KotanSurakarta tidaknberhenti begitunsaja, 

masihnbanyak pemasalahan-permasalahannpedagang kakinlima (PKL) yangnmuncul. 

Penataanndan penertibannpedagang kakinlima (PKL) bukan hanya kepentingan 

pemerintah dalam rangka mewujudkan penataan Kota Surakarta yang baik, akan tetapi 

juga merupakan kepentingan masyarakat Kota Surakarta, khususnyanpara 

pedagangnkaki lima (PKL).  

Masalah Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakannmasalah yang riskan karena 

menyangkut kelangsungan hidup terkait dengan mata pencaharian dari para pedagang 

tersebut. Faktor yang menghambat keberhasilannprogramnpenataan 

pedagangnkakinlima (PKL) antaranlain ketidakpatuhanndari kelompoknsasaran 

yaitunpedagang kakinlima (PKL) terhadapnperaturan. Ketidakpatuhannini 

disebabkannoleh para pedagangnkaki lima (PKL) memandang tidakntersedianya 

tempatnrelokasi atau tempat barunyang strategisnberadandinpusat keramaian 

sehingganmudah mendapatkannpembeli. Jadi pelaksanaan dan hasil 

darinpengelolaannpedagangnkakinliman(PKL)ndinKotanSurakartanbelumnsesuai 

harapan. Dalam pelaksanaannyanmasih mendapatnpertentangan darinpedagang 

kakinlima (PKL) karenantidak mendukung adanyanpenertiban dan 

malahnsemakinnbanyak pedagang-pedagangnbaru yangnbermunculan. 

Setelahnpenertiban punnpedagang kakinlima (PKL) banyaknyang kembalinke tempat 

semulansetelah selesainya pengawasannpetugas pascanpenertiban.  

Di satu sisi, untuk mewujudkan kawasannkota yang baiknsesuai dengan 

peraturannyang telahnditetapkan makanPemerintah KotanSurakartanharus 

melakukannpenertiban dan penataannkawasan pedagang kakinlima (PKL) nsesuai 

dengannperaturan yangnada. Penegakannhukum penertiban dannpenataan 

pedagangnkaki liman (PKL) bukan masalah yangnmudah, penegakannhukum itu harus 

didukungndari kedua belahnpihak yaitu pemerintahndan pedagang kakinlima (PKL). Di 

sinilah letak penting darinsuatu kesadarannhukum dari masyarakatnyaitu 

pedagangnkaki lima (PKL). Masyarakat tidak hanya sekedar diberikan pengetahuan, 

pemahaman maupun penyuluhan tentang pentingnya penataan dan penertiban 

pedagangnkaki lima (PKL), akan tetapi juga ditumbuhkan kesadaran dari masyarakat itu 
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sendiri tentang sisi positifnya atau keuntungan yang diperoleh ketika masyarakat 

(pedagang) mematuhi penertiban yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta. 

Implikasi dan konsekuensi logis yaitu bahwa untuk menciptakan efektivitas sebuah 

kebijakan diperlukan kerjasama yang baik diantara para penegak hukum dan juga 

pemerintah. Selain itu juga harus melibatkan peran serta dari masyarakat, baik 

masyarakat umum dan khususnya para Pedagang Kaki Lima (PKL). Dapat berpengaruh 

terhadap terhambatnya suatu efektivitas Peraturan Daerah. Produk hukum yang dibuat 

pemerintahnharus memuatnsegala aspeknpendukung yang berkaitanndengan 

kebijakannyang dinbuatnya. Jikanperaturan yangnmenjadi pedomanndalam 

pelaksanaannbelum bisansesuai makantujuan yang akanndi capai juganbelum 

bisanberhasil secaranoptimal. 

 

PENUTUP 

Keberhasilannpenataan PedagangnKakinLima (PKL) di Surakarta, berdasar 

penelitian yang peneliti lakukan, selain faktor-faktor di atas yaitu faktor umumnya 

sendiri, faktor penegaknhukum, faktornsarananatau fasilitasnyang 

mendukungnpenegakannhukum, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan, juga 

dipengaruhi oleh faktornperan Walikota dalam mengkomunikasikan kebijakan (political 

will) yang akan diambilnya. Apabila hambatan-hambatan dalamnpengelolaan PKL tidak 

segeranditangani danndiperbaiki, makantujuan darinefektivitasnPeraturan DaerahnKota 

SurakartanNomor 3nTahunn2008 tentangnPengelolaannPedagang KakinLima (PKL) 

sulitnterwujud.  

Dari pernyataan-pernyataan tersebut di atas, peneliti dapat memberi saran-saran 

sebagai berikut :  

Pertama, perlu sering diadakannya sosialisasi dannpembinaan kepada PKL di 

KotanSurakarta tentangnperaturannyang terkaitndengan programnpenataan PKL 

dannkomunikasi yang baiknantara petugasndan kelompok sasarannsehingga 

sedikitndeminsedikit akan tumbuhnkesadaran merekanterhadapnperaturan.  

Kedua,nadanya penambahannmodalnusahanbagi PKL sehingganmereka 

dapatnmemfasilitasi saranandagang mereka. Karenanmodal usahanakannsangat 

membantunpedagangnuntuknmendapatkanntempatnyangnlayak.n 

Ketiga, pengadaan tempat relokasinyang strategisnberada di tempat keramaiannbagi PKL 

sehingganmereka tidaknsulit untuknmendapatkan pembelindan kembalinlagi ke 

tempatnsemula.  

Keempat, mengaktifkan peran paguyuban yang dibentuk sebagai sarana diskusi sehingga 

konflik lama yang belum terselesaikan maupun konflik baru yang timbul dapat diatasi 

dengan segera pada tahap konflik yang masih dini.  

Kelima, perlu adanya perbaikan atau revisi darinberbagainperaturan perundang-

undangannyang menjadinacuannagar tidaknterjadi salingnbertentangan 

dannsalingnmenyimpangi. Sehingga diperlukannkajian tersendirinmengenai 

penyusunannperaturannyang berhubungannlangsungndengannpengelolaan  PKL.  
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Keenam, masyarakatndiharapkannlebih aktifndalam memberikannmasukan dannjuga 

kontrol terhadapnpengelolaan PKL di KotanSurakarta, jangannbersifat acuhndan 

diamndan beranggapannhanya formalitasnpelaksanaannya. Karena budayanhukum 

masyarakatnyang taatndan partisipatif akannsangat menentukannsuatunkebijakan. 
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